
 

  

 

 

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA 

NOMOR 5 TAHUN  2008 

TENTANG  

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

 

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA 

BISMILLAHHIRAHMANIRRAHIM 

BUPATI PIDIE JAYA, 

Menimbang  : a.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah, dipandang perlu untuk mengatur dan 
menetapkan Pajak Sarang Burung Walet; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaiman telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaiman telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

4. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686; 
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5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Repuplik Indonesia Nomor 4623 ); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Repuplik Indonesia Nomor 4683); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun 2007 Nomor 3); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA 

dan 

BUPATI PIDIE JAYA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PAJAK 
SARANG BURUNG WALET. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pidie Jaya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK 

adalah DPRK   Kabupaten Pidie Jaya. 
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten 

Pidie Jaya. 
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau  badan kepada Daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan 
Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan untuk 
mengambil, mengusahakan, mengumpulkan dan memperdagangkan hasil 
sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati. 

10. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah setiap usaha untuk 
mengembangkan, memelihara, mengambil dan mengumpulkan serta 
memperdagangkan hasil Sarang Burung Walet. 

11. Sarang burung adalah sarang burung laut dan/atau sarang burung walet yang 
berwarna putih atau hitam yang terdapat dalam gua-gua pada bangunan-
bangunan masyarakat atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah 
Kabupaten Pidie Jaya. 
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12. Hasil Sarang Burung Walet adalah sarang yang dihasilkan oleh burung 
walet. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkan SPTPD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

14. Surat Setoran pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat 
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat keputusan yang menentukan karena jumlah pajak yang terutang 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 
yang melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan atau denda. 

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, 
atau STPD. 

22. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan  Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan  
Retribusi Daerah. 

24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
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BAB  II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

 
Pasal 2 

 
(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengelolaan, 

pengusahaan dan/atau pengambilan/pemanfaatan   sarang burung walet 
dalam Kabupaten Pidie Jaya. 

(2) Obyek Pajak adalah Sarang Burung Walet. 
(3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengelola Sarang 

Burung Walet. 
 

BAB III 
  DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

 
Pasal 3 

 
(1) Dasar Pengenaan Pajak Pengelolaan, pengusaha dan Pemanfaatan Sarang 

Burung Walet berdasarkan hasil panen Sarang Burung Walet setiap panen. 
 

 
Pasal 4 

 
(1).   Besarnya tarif Pajak terutang menurut hasil panen yang ditetapkan sebesar 

10% dari harga dasar. 
(2). Penentuan besarnya harga dasar ditetapan menurut harga pasar sarang 

Burung Walet pada saat panen. 
(3). Penetapan harga dasar ditetapkan oleh keputusan Bupati. 
(4).  Sarang Burung Walet yang berproduksi pada kubah-kubah 

Mesjid/Surau/Mushalla dan tempat-tempat ibadah lainnya dibebaskan 
pengenaan pajak. 

 

BAB  IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA 

 PERHITUNGAN PAJAK 
 

Pasal 5 
 

(1) Pajak dipungut di Wilayah Daerah. 
(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil panen dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 
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